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Tesisini membahas bagaimana ketentuan hukum yang mengatur perlindungan data pribadi secara global
dan regional khususnya dalam penerapannya pada suatu transaksi elektronik di Indonesia khususnya OECD
dan APEC ketentuan hukum yang mengatur perlindungan data pribadi secara global dan regional khususnya
dalam penerapannya pada suatu transaksi elektronik khususnya OECD Guidelines 1980 dan APEC Privacy
Frame Work 2004. Prinsip best practices berkembang dari prinsip Fair Information Principle menjadi OECD
Guidelines, kemudia berkembang menjadi APEC Privacy Framework, dan kemudian menjadi EU-US Safe
Harbor Principle yang merupakan alternatif penyelesaian terhadap persoalan pertukaran data lintas negara
(cross border data flow) Untuk melakukan pertukaran data dalam rangka perdagangan internasional,
Indonesia perlu menerapkan perlindungan data pribadi sesuai dengan prinsip best practices yang diakui di
duniainternasional. Dalam rangka perdagangan internasional, perbedaan standar perlindungan data pribadi
di suatu negara dapat menjadi suatu hambatan dalam transaksi elektronik. Oleh karenaitu, perlu diupayakan
adanya suatu standar perlindungan data pribadi yang dapat menjamin perlindungan terhadap data pribadi
sehingga menimbulkan kepercayaan dari hegara - negara khususnya memandang pengaturan perlindungan
privas dengan cara government rule yang dianut oleh Uni Eropa. Kebijakan Pemerintah dalam membuat
call center pengaduan dan implementasi dari ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia terkait
perlindungan data pribadi dalam persoalan Spamming SM S Broadcast masih belum cukup memadai dan
penerapannyatidak dapat menghentikan penyelenggaraan SM'S Broadcast yang melanggar hak privasi
masyarakat. Hal tersebut dikarenakan peraturan yang ada yaitu Permenkominfo No.
01/PER/M.KOMINFO/01/2009 tentang Penyelenggaraan Jasa Pesan Premium dan Pengiriman Jasa Pesan
Singkat (SMS) ke Banyak Tujuan (Broadcast) tidak memenuhi prinsip-prinsip best practices, yaitu :
Preventing Harm dan Accountability.

...... Thisthesis discusses how the legal provisions governing the protection of personal data globally and
regionally especialy in its application to an electronic transaction in Indonesia. This thesis describes some
best practices that developed in international business practices, such as the OECD Guidelines Governing
the Protection of Privacy and transborder Flows of Personal Data 1980; Convention for the Protection of
Individuals with Regard to Automatic Processing of Personal Data 1985; United Nations Guidelines
concerning Computerized Personal Data Files 1990; European Community Directive on the Processing of
Personal Data and on The Free Movement of Such Data 1995; APEC Privacy Framework 2004.
Nevertheless, the focus in the discussion of thisthesisisthe OECD Privacy Guidelines and APEC 1980
Frame Work 2004. To exchange data in international trade, Indonesia needs to implement the protection of
personal datain accordance with the principles of best practicesis recognized internationally. In order of
international trade, the differences in standards of personal data protection in a country can become a barrier
in electronic transactions. Therefore, it is necessary the existence of a personal data protection standards
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which can guarantee the protection of personal data, build trust of countriesin particular minded privacy
protection settings in away government rule adopted by the European Union. Associated with the
implementation of privacy protection, the number of SMS Broadcast circulating in the community to make
the Government created a call center complaint and attempt to apply the provisionsin force in Indonesia.
Protection of personal datain Broadcast SMS Spamming issue is still not sufficient and the application is
not able to stop the implementation of SM S Broadcast that violates the privacy rights of the public. That is
because existing regulations are Permenkominfo No.01/PER/M . K OMINFO/01/2009 on Implementation and
Delivery Services Premium Messaging Short Message Service (SMS) to Many Destinations (Broadcast)
does not meet the principles of best practices, namely: Preventing Harm and Accountability.



